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PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI

NOMOR 12 TAHUN 2014

TENTANG 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA KEDIRI

TAHUN 2014 - 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA KEDIRI,

Menimbang : a. bahwa untuk mengaktualisasikan nilai-nilai demokrasi 

dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan

bernegara, khususnya dalam hal penataan pembangunan 

dan sebagai bukti legalitas perlu untuk mengembangkan 

kebijakan dan sistem serta penyelenggaraan perencanaan 

pembangunan secara sistematis, terarah, terpadu, 

menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan; 

b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah 

dan penjabaran visi, misi, serta program Walikota  Kediri

untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, perlu disusun Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagai satu 

kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan 

nasional;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan 

Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah Kota Kediri Tahun 2014-2019;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan 

Provinsi JawaTimur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam 

SALINAN



2

Daerah Istimewa Yogyakarta  (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 

4286);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 

59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 

33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4700);

9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

nomor 4725);
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10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 5234);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 

Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4585);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 

Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor  38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, 

Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4737);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang 

Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 

19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4815);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah,

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 

21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4817);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata 

Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan 

Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah 

Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
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Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);

18. Peraturan Presiden Nomor  5 Tahun 2010 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010–

2014;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 

20. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri 

Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan 

Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan 

Nomor  : 28 Tahun 2010; Nomor 0199/m ppn/04/2010; 

Nomor : pmk 95/PMK/07/2010 tentang Penyelarasan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

(RPJMN) 2010 – 2014;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 

2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, 

Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 

2009 tentang Rencana Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;

24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 

2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah  Provinsi Jawa 

Timur Tahun 2011-2031;

25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor  3 Tahun 

2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019;
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26. Peraturan Daerah  Kabupaten Kediri  Nomor  10 Tahun 

2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2011-2015;

27. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 14 Tahun 2011 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten 

Kediri Tahun  2010-2030;

28. Peraturan Daerah Kota Kediri  Nomor 1 Tahun 2012 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah  Kota Kediri  Tahun 2011-

2030;

29. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 Tahun 2013 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

Kota Kediri Tahun 2005-2025;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI

dan 

WALIKOTA KEDIRI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA  PEMBANGUNAN 

JANGKA  MENENGAH  DAERAH  KOTA KEDIRI TAHUN 2014-

2019.

BAB I 

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kediri.

2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD 

adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kediri.

3. Walikota adalah Walikota Kediri.

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 

Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Kediri. 

5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya disebut Bappeda 

adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membantu Walikota dalam 

perencanaan pembangunan di Kota Kediri.

6. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan 

tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku 
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kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian  sumber 

daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam 

suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Kediri Tahun 2005-

2025 yang selanjutnya disingkat RPJPD Kota Kediri adalah dokumen 

perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun 

terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025 yang memuat visi, 

misi, arah pembangunan daerahKota Kediri.

8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya 

disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah 

Kota Kediri untuk periode 5 (lima) tahun, yaitu tahun 2014-2019.  

9. Rencana strategis SKPD yang selanjutnya disebut dengan Renstra SKPD 

adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.

10. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD 

adalah dokumen perencanaan daerah Kota Kediri untuk periode 1 (satu) 

tahun.

11. Rencana Kerja SKPD yang selanjutnya disebut Renja SKPD adalah 

dokumen perencanaan SKPDuntuk periode 1 (satu) tahun.

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 

APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang 

dibahas dan disetujui bersama oleh PemerintahDaerah Kota Kediri dan 

DPRD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

13. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada 

akhir periode perencanaan.

14. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan 

dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

15. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu 

dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu 

strategis daerahdan permasalahan pembangunan daerah.

16. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang 

diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk 

dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

17. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif 

untuk mewujudkan visidan misi.

18. Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi 

yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari 

waktu ke waktu.
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19. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih 

kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat yang 

dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan dan 

sasaran pembangunan daerah.

20. Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau 

kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan/atau 

dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program.

21. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki 

untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam 

aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap 

pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks

pembangunan manusia.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyusunan RPJMD mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut:

a. menjabarkan visi, misi, dan program Walikota dengan berpedoman pada 

RPJPD Kota Kediri dan memperhatikan RPJMD Provinsi Jawa Timur dan 

RPJM Nasional.

b. sebagai pedoman dalam menetapkan arah kebijakan pembangunan dan 

strategi pembangunan daerah yang diawali pada tahun 2015 dan berakhir 

tahun 2019.

c. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku 

pembangunan di Kota Kediri dalam pelaksanaan pembangunan daerah 

antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan.

BAB III

KEDUDUKAN

Pasal 3

RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai 

landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan 

pembangunan yang berfungsi : 

a. sebagai pedoman bagi seluruh SKPD dalam menyusun Renstra SKPD dalam 

menentukan prioritas program dan kegiatan 5 (lima) tahunan; 

b. sebagai acuan dalam penyusunan RKPD setiap tahun yang menjadi dasar 

dalam penyusunan Renja SKPD dan penyusunan Kebijakan Umum APBD 

dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara. 
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Pasal 4

Sistematika RPJMD disusun sebagai berikut :

a. BAB I : Pendahuluan;

b. BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;

c. BAB III : Gambaran Pengelolaan Keuangan Serta Kerangka Pendanaan

d. BAB IV : Analisis Isu-isu Strategis;

e. BAB V : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;

f. BAB VI : Strategi dan Arah Kebijakan;

g. BAB VII : Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah;

h. BAB VIII : Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan 

Pendanaan

i. Bab IX : Penetapan Indikator Kinerja Daerah;

j. Bab X : Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan.

Pasal 5

Rincian RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam 

lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 

Daerah ini.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI 

Pasal 6

(1) Pengendalian terhadap pelaksanaan RPJMD mencakup program 

pembangunan daerah dan indikasi rencana program prioritas yang 

disertai kebutuhan pendanaan yang dituangkan dalam RKPD sesuai 

dengan rencana dalam RPJMD.

(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui 

pemantauan dan supervisi pelaksanaan RPJMD.

(3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus 

menjamin:

a. program pembangunan jangka menengah daerah, telah dipedomani 

dalam merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan tahunan 

daerah; dan

b. indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan 

pembangunan jangka menengah daerah, telah dijabarkan kedalam 

rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan tahunan daerah.

(4) Hasil pemantauan dan supervisi atas pengendalian sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan 
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bahwa program pembangunan dan indikasi rencana program prioritas 

yang disertai kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah

daerah telah dilaksanakan melalui RKPD.

Pasal 7

(1) Evaluasi terhadap RPJMD mencakup indikasi rencana program prioritas 

yang disertai kebutuhan pendanaan untuk mencapai misi, tujuan dan 

sasaran, dalam upaya mewujudkan visi pembangunan jangka menengah 

daerah.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk

memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka 

menengah daerah dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan 

jangka panjang daerah dan pembangunan jangka menengah nasional.

(3) Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun 

dan/atau sesuai dengan kondisi dan perubahan lingkungan strategis 

daerah dengan menggunakan hasil evaluasi RKPD.

(4) Dalam hal pelaksanaan RPJMD terjadi perubahan capaian sasaran 

tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir 

pembangunan jangka menengah, penetapan perubahan RPJMD 

ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

(5) Dalam hal terjadi perubahan yang mendasar yaitu suatu pekerjaan yang 

tidak dapat dikerjakan, terjadi bencana alam, atau perubahan kebijakan 

nasional, maka Peraturan Daerah tentang RPJMD dapat dilakukan 

perubahan dengan persetujuan DPRD.

Pasal 8 

(1) Walikota melalui Kepala Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi 

terhadap pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan 

Pasal 7.

(2) Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan 

pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing Kepala SKPD.

(3) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala 

Bappeda melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.

(4) Kepala Bappeda melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan 

RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota.
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BAB V 

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

(1) Dalam rangka menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan 

dan pembangunan serta untuk menghindari kekosongan rencana 

pembangunan daerah, maka penyusunan RKPD Tahun 2020 berpedoman 

pada RPJPD Kota Kediri 2005-2025 dan mengacu pada RPJM Nasional

2015-2019.

(2) Walikota pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun

RKPD untuk tahun pertama periode pemerintahan berikutnya.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kediri

Ditetapkandi Kediri 

pada tanggal 18 Agustus 2014

  WALIKOTA KEDIRI,

               ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR
Diundangkan di Kediri

pada tanggal  8 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd.

BUDWI SUNU HERNANING SULISTYO

LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2014 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI

KEPALA BAGIAN HUKUM

MARIA KARANGORA,S.H,M.M
Pembina Tingkat I

NIP. 19581208 199003 2 001
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PENJELASAN 

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI

NOMOR 12 TAHUN 2014

TENTANG 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA KEDIRI

TAHUN 2014-2019

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun

perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem 

perencanaan pembangunan nasional. Selain untuk mencapai sasaran 

pembangunan nasional, pembangunan daerah juga bertujuan untuk 

meningkatkan hasil-hasil pembangunan daerah bagi masyarakat secara 

adil dan merata agar masyarakat lebih sejahtera.

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 

Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah memuat arah kebijakan keuangan 

daerah, strategi pernbangunan Daerah, kebijakan umum, dan program 

Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan 

program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam 

kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Kurun waktu RPJMD Kota Kediri adalah 5 (lima) tahun, yaitu tahun 

2014-2019. RPJMD Kota Kediri memuat visi,  misi, dan program Walikota 

yang dipilih secara langsung. RPJMD Kota Kediri dijabarkan ke dalam 

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Kediri yang merupakan 

rencana pembangunan tahunan daerah Kota Kediri. RKPD memuat 

prioritas pembangunan daerah, rancangan kerangka ekonomi daerah yang 

mencakup gambaran perekonomian Kota Kediri secara menyeluruh, 

termasuk arah kebijakan fiskal, serta program Satuan Kerja Perangkat 

Daerah (SKPD) dalam bentuk kerangka regulasi dan pendanaan yang 

bersifat indikatif.

RPJMD Kota Kediri Tahun 2014–2019 merupakan pelaksanaan 

tahap ketiga dari  pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah (RPJPD) Kota Kediri Tahun 2005-2025. 

RPJMD diwujudkan dalam visi, misi, tujuan dan arah pembangunan 

daerah. Visi pembangunan jangka menengah merupakan penjabaran cita-

cita masyarakat Kediri untuk pembangunan 5 (lima) tahun mendatang, 
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yaitu Menata Kota Kediri Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Berdaya Saing, 

Berakhlak dan Tanpa Korupsi. Pencapaian visi dilakukan melalui 

perwujudan misi pembangunan jangka menengah yaitu : (a) mewujudkan

pemerintah yang bersih, transparan, akuntabel efektif, efisien dengan 

memperluas partisipasi publik dalam pembangunan, (b) Mewujudkan Kota 

Kediri yang indah, nyaman dan ramah lingkungan, (c) Mewujudkan 

masyarakat yang agamis, bermoral, sejahtera, berbudaya, dan sebagai 

pusat pendidikan, (d) Memperkuat ekonomi kerakyatan menuju 

terwujudnya Kota Kediri sebagai pusat perdagangan, jasa, wisata dan 

industri kreatif. Misi ini dijabarkan ke dalam tujuan dan arah kebijakan 

pembangunan jangka menengah daerah.

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Kota Kediri Tahun 2014 - 2019 ini terdiri dari 6 bab dan 

10 pasal yang mengatur mengenai pengertian-pengertian, asas dan tujuan, 

ruang lingkup dan fungsi, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan 

RPJMD, serta ruang untuk melakukan penyesuaian terhadap pelaksanaan

RPJMD yang telah ada. Lampiran dari peraturan daerah ini merupakan 

satu-kesatuan yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kediri Tahun 2014

– 2019.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10 
Cukup jelas. 
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PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR  12  TAHUN 2014

TENTANG 


RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA KEDIRI

TAHUN 2014 - 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 


WALIKOTA KEDIRI,


Menimbang
:
a.
bahwa untuk mengaktualisasikan nilai-nilai demokrasi dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya dalam hal penataan pembangunan dan sebagai bukti legalitas perlu untuk mengembangkan kebijakan dan  sistem serta penyelenggaraan perencanaan pembangunan secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan; 




b.
bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah dan penjabaran visi, misi, serta program Walikota  Kediri untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;


c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kediri Tahun 2014-2019;

Mengingat
:
1.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;


2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi JawaTimur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta  (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);


4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);


5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);


6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);


7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);


8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);


9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4725);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);


12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);


13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593); 


14. Peraturan Pemerintah Nomor  38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);


15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);


16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);


17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);


18. Peraturan Presiden Nomor  5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010–2014;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 


20. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor  : 28 Tahun 2010; Nomor 0199/m ppn/04/2010; Nomor : pmk 95/PMK/07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010 – 2014;


21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;


22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;


23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;


24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah  Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031;


25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor  3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019;


26. Peraturan Daerah  Kabupaten Kediri  Nomor  10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2011-2015;

27. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kediri Tahun  2010-2030;

28. Peraturan Daerah Kota Kediri  Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah  Kota Kediri  Tahun 2011-2030;


29. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Kediri Tahun 2005-2025;


Dengan Persetujuan Bersama


DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI


dan 

WALIKOTA KEDIRI


MEMUTUSKAN :

Menetapkan
 :
PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA  PEMBANGUNAN JANGKA  MENENGAH  DAERAH  KOTA KEDIRI TAHUN 2014-2019.


BAB I 


KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:


1. Daerah adalah Kota Kediri.

2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kediri.

3. Walikota adalah Walikota Kediri.


4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Kediri. 


5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya disebut Bappeda adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membantu Walikota dalam perencanaan pembangunan di Kota Kediri.

6. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian  sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.


7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Kediri Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disingkat RPJPD Kota Kediri adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025 yang memuat visi, misi, arah pembangunan daerahKota Kediri.

8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Kediri untuk periode 5 (lima) tahun, yaitu tahun 2014-2019.  


9. Rencana strategis SKPD yang selanjutnya disebut dengan Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.


10. Rencana Kerja Pembangunan  Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah Kota Kediri untuk periode 1 (satu) tahun.

11. Rencana Kerja SKPD yang selanjutnya disebut Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPDuntuk periode 1 (satu) tahun.

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh PemerintahDaerah Kota Kediri dan DPRD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

13. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

14. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

15. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerahdan permasalahan pembangunan daerah.

16. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.


17. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visidan misi.

18. Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu.

19. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

20. Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program.

21. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.


BAB II


MAKSUD DAN TUJUAN


Pasal 2


Penyusunan RPJMD mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut:


a. menjabarkan visi, misi, dan program Walikota dengan berpedoman pada RPJPD Kota Kediri dan memperhatikan RPJMD Provinsi Jawa Timur dan RPJM Nasional.


b. sebagai pedoman dalam menetapkan arah kebijakan pembangunan dan strategi pembangunan daerah yang diawali pada tahun 2015 dan berakhir tahun 2019.


c. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan di Kota Kediri dalam pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan.

BAB III

KEDUDUKAN

Pasal 3


RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan yang berfungsi : 


a. sebagai pedoman bagi seluruh SKPD dalam menyusun Renstra SKPD dalam menentukan prioritas program dan kegiatan 5 (lima) tahunan; 


b. sebagai acuan dalam penyusunan RKPD setiap tahun yang menjadi dasar dalam penyusunan Renja SKPD dan penyusunan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara. 


Pasal 4


Sistematika RPJMD disusun sebagai berikut :


a.
BAB I 
: 
Pendahuluan;


b.
BAB II 
: 
Gambaran Umum Kondisi Daerah;


c.
BAB III 
: 
Gambaran Pengelolaan Keuangan Serta Kerangka Pendanaan


d.
BAB IV 
: 
Analisis Isu-isu Strategis;


e.
BAB V 
: 
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;


f.
BAB VI 
: 
Strategi dan Arah Kebijakan;


g.
BAB VII 
: 
Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah;


h.
BAB VIII 
: 
Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan


i.
Bab IX 
: 
Penetapan Indikator Kinerja Daerah;


j.
Bab X 
: 
Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan.

Pasal 5


Rincian RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI 


Pasal 6

(1) Pengendalian terhadap pelaksanaan RPJMD mencakup program pembangunan daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan yang dituangkan dalam RKPD sesuai dengan rencana dalam RPJMD.

(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan RPJMD.


(3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menjamin:


a.
program pembangunan jangka menengah daerah, telah dipedomani dalam merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah; dan


b.
indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah, telah dijabarkan kedalam rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan tahunan daerah.


(4) Hasil pemantauan dan supervisi atas pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program pembangunan dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah telah dilaksanakan melalui RKPD.

Pasal 7

(1) Evaluasi terhadap RPJMD mencakup indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan untuk mencapai misi, tujuan dan sasaran, dalam upaya mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah.


(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah dan pembangunan jangka menengah nasional.


(3) Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan/atau sesuai dengan kondisi dan perubahan lingkungan strategis daerah dengan menggunakan hasil evaluasi RKPD.


(4) Dalam hal pelaksanaan RPJMD terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka menengah, penetapan perubahan RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Walikota.


(5) Dalam hal terjadi perubahan yang mendasar yaitu suatu pekerjaan yang tidak dapat dikerjakan, terjadi bencana alam, atau perubahan kebijakan nasional, maka Peraturan Daerah tentang RPJMD dapat dilakukan perubahan dengan persetujuan DPRD.


Pasal 8 

(1) Walikota melalui Kepala Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7.


(2) Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing Kepala SKPD.


(3) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bappeda melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.


(4) Kepala Bappeda melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota.


BAB V 
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

(1) Dalam rangka menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta untuk menghindari kekosongan rencana pembangunan daerah, maka penyusunan RKPD Tahun 2020 berpedoman pada RPJPD Kota Kediri 2005-2025 dan mengacu pada RPJM Nasional 2015-2019.


(2) Walikota pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun RKPD untuk tahun pertama periode pemerintahan berikutnya.


BAB VI

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan


Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kediri

Ditetapkandi Kediri 
pada tanggal
 18 Agustus 2014

  WALIKOTA KEDIRI,

               ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kediri


pada tanggal  8 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,





ttd.

BUDWI SUNU HERNANING SULISTYO

LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2014 NOMOR 13



PENJELASAN 
ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR 12 TAHUN 2014

TENTANG 


RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA KEDIRI

TAHUN 2014-2019

I. 
UMUM


Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Selain untuk mencapai sasaran pembangunan nasional, pembangunan daerah juga bertujuan untuk meningkatkan hasil-hasil pembangunan daerah bagi masyarakat secara adil dan merata agar masyarakat lebih sejahtera.


Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pernbangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Kurun waktu RPJMD Kota Kediri adalah 5 (lima) tahun, yaitu tahun 2014-2019. RPJMD Kota Kediri memuat visi,  misi, dan program Walikota yang dipilih secara langsung. RPJMD Kota Kediri dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Kediri yang merupakan rencana pembangunan tahunan daerah Kota Kediri. RKPD memuat prioritas pembangunan daerah, rancangan kerangka ekonomi daerah yang mencakup gambaran perekonomian Kota Kediri secara menyeluruh, termasuk arah kebijakan fiskal, serta program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam bentuk kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif.


RPJMD Kota Kediri Tahun 2014–2019 merupakan pelaksanaan tahap ketiga dari  pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Kediri Tahun 2005-2025. 

RPJMD diwujudkan dalam visi, misi, tujuan dan arah pembangunan daerah. Visi pembangunan jangka menengah merupakan penjabaran cita-cita masyarakat Kediri untuk pembangunan 5 (lima) tahun mendatang, yaitu Menata Kota Kediri Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Berdaya Saing, Berakhlak dan Tanpa Korupsi. Pencapaian visi dilakukan melalui perwujudan misi pembangunan jangka menengah yaitu : (a) mewujudkan pemerintah yang bersih, transparan, akuntabel efektif, efisien dengan memperluas partisipasi publik dalam pembangunan, (b) Mewujudkan Kota Kediri yang indah, nyaman dan ramah lingkungan, (c) Mewujudkan masyarakat yang agamis, bermoral, sejahtera, berbudaya, dan sebagai pusat pendidikan, (d) Memperkuat ekonomi kerakyatan menuju terwujudnya Kota Kediri sebagai pusat perdagangan, jasa, wisata dan industri kreatif. Misi ini dijabarkan ke dalam tujuan dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah.


Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kediri Tahun 2014 - 2019 ini terdiri dari 6 bab dan 10 pasal yang mengatur mengenai pengertian-pengertian, asas dan tujuan, ruang lingkup dan fungsi, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD, serta ruang untuk melakukan penyesuaian terhadap pelaksanaan RPJMD yang telah ada. Lampiran dari peraturan daerah ini merupakan satu-kesatuan yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kediri Tahun 2014 – 2019.

II.
PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1



Cukup jelas.

Pasal 2


Cukup jelas.

Pasal 3


Cukup jelas.

Pasal 4


Cukup jelas.

Pasal 5


Cukup jelas.

Pasal 6


Cukup jelas.

Pasal 7


Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.


Pasal 10 



Cukup jelas. 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 29

HAN LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR

SALINANN





Salinan sesuai dengan aslinya


a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI


KEPALA BAGIAN HUKUM








MARIA KARANGORA,S.H,M.M


Pembina Tingkat I


NIP. 19581208 199003 2 001
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